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ABSTRAK 

 

Skripsi ini dilatar belakangi oleh belum terealisasinya target pencapaian program 

pembangunan Alokasi Dana Daerah di Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti 

Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum 

adanya sarana air bersih, infrastruktur jalan desa dan pelayanan kesehatan yang belum 

dirasakan hasilnya oleh masyarakat di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajaran Baru 

Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajaran Baru  

Kecamatan  Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas belum sesuai dengan teori akuntabilitas 

yang dikemukakan oleh Haylar. Hal tersebut dikarenakan 4 dari 6 dimensi yang menjadi 

tolak ukur teori akuntabilitas itu sendiri masih belum optimal. Perlunya pengawasan yang 

lebih matang lagi dari pemerintahan agar akuntabilitas ataupun pengalokasian dana ke 

Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten  Musi Rawas yang berjalan dapat 

sesuai dengan hasil dan target yang akan dicapai, menyarankan kepada segala kalangan 

masyarakat desa bahwa dalam setiap segala yang berurusan dengan dana harus ikut dalam 

melakukan pengawasan ataupun tiap gerak geriknya sehingga dapat mengurangi kasus 

KKN yang bisa saja dilakukan oleh orang-orang golongan atas dan Meningkatkan 

pendidikan masyarakat desa agar peluang untuk mendapatkan pemerintah desa yang 

berpendidikan menjadi besar. 

Kata kunci : Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa. 
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ABSTRACT 

 

This thesis background backs by not achieving target realization of development 

programs in the Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. It 

can be seen from the lack of clean water, rural road infrastructure and health services that 

have not been felt by the people in the field result. The purpose of this study was to 

determine how the accountability of the Village Fund Allocation (ADD) in Desa Jajaran 

Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. This study uses qualitative 

descriptive method, whereas for data collection technique using the technique of in-depth 

interview, documentation and observation. These results indicate that the accountability of 

the Village Fund Allocation (ADD) in Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti 

Kabupaten Musi Rawas accountability is not in accordance with the theory put forward by 

Haylar. That is because four dimensions of 6 dimensions as a benchmark for 

accountability theory itself is still not optimal. The need for surveillance more mature 

again on the government to be accountable or allocating funds to the Desa Jajaran Baru 

Kecamatan Megang Baru Kabupaten Musi Rawas running can be in accordance with the 

results and targets to be achieved, suggest to all the villagers that in each of all who deal 

with the funds to be participate in monitoring or each motion so as to reduce cases of 

corruption that could have been done by the elite and villagers to Improve education 

opportunities to get educated village government be great. 

Keywords : Accountability and Village Fund Allocation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

Administrasi Negara Lama diartikan sebagai ilmu negara sehinggga membuat 

administrasi negara hanya terfokus pada organisasi dan manajemen internal dari     

aktivitas-aktivitas pemerintah, seperti anggaran negara, manajemen kepegawaian, dan 

pelayanan jasa saja. Frederickson (1971 : 52). Desa sebagai bentuk pemerintah yang 

langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan 

daerah oleh pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di 

perdesaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah diberi keleluasan 

untuk mengelola pemerintahnya secara otonom. Mengurus sendiri urusan pemerintahannya 

dan mengatur segala kebutuhan untuk kepentingan masyarakatnya. Untuk mensinergikan 

kegiatan di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka dimulai dari tingkat 

paling bawah yakni perdesaan. Penyelenggaraan pemerintah desa selain desa diakui secara 

otonom, daerah wajib memberikan sumber pendanaan kepada desa untuk dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memenuhi segala kebutuhannya. 

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu 

sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong-royong, yang merupakan cara hidup 

masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Kegagalan berbagai 

program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, 

pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak melibatkan 

masyarakat. 
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Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif Proses kebijakan 

pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya 

peranan Negara pada arusan terutama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme 

perencanaan pembangunan yang tidaka spiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat 

hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat desa sering menjadi tidak 

berkelanjutan. 

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah 

sebagai satuan yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. 

Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada 

pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya 

akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas 

kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan 

baik. 

 Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana 

perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. 

Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengikuti dengan Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui Program Alokasi Dana Desa.        

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan 

desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
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desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. 

 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa sumber keuangan desa salah 

satunya berasal dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Perimbangan keuangan pusat dan 

daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana 

alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. 

Desa jajaran baru salah satu desa di kecamatan megang sakti kabupaten musi 

rawas. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata di indonesia desa jajaran 

baru mengajukan permohonan pencairan alokasi dana desa kepada Kepala Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas melalui camat. 

Data pengajuan dan alokasi dana desa jajaran baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten 

Musi Rawas tahun 2014, 2015, dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Data Pengajuan dan Alokasi Dana Desa Jajaran Baru  Kecamatan Megang 

Sakti Kabupaten  Musi Rawas Tahun 2014, 2015 dan 2016 

No Pengajuan dan Alokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

1. Pengajuan dari pemerintah desa  Rp 1.000.000.000 Rp 1000.000.000 Rp 1000.000.000 

2. Alokasi dana desa yang 

ditetapkan 

Rp 742.479.000 Rp 681.049.000 Rp 639.683.000 

3. Pencapaian 74,2 % 68,1 % 63,9 % 

Sumber :Pemerintah Desa Jajaran Baru  Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi 

Rawas 

 

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dana dari Kabupaten/Kota diberikan 

langsung kepada Desa untuk dikelola oleh desa, dengan ketentuan setinggi-tingginya 30% 

(tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD, 

dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). 
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Data pencairan alokasi dana desa Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten 

Musi Rawas tahun 2014, 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.2: 

Tabel 1.2 Data Pencairan Per-tahap Alokasi Dana Desa Jajaran Baru  Kecamatan 

Megang Sakti Kabupaten  Musi Rawas Tahun 2014, 2015 dan 2016 

 
Tahapan 

Pencairan 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Tahap 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 2 

1) Jalan/Jembat, 

Poskesdes/Pu

stu, Air 

Bersih dan 

listrik 

2) Peningkatan 

produksi 

pertanian. 
 

 

 

 

1) Pengembang

an usaha 

mikro kecil 

dan 

menengah 

(UMKM) 

2) Pasar 

desa/kec, 

modal 

transportasi 

3) Pengaspalan 

jalan anatar 

dusun. 

 

 

Rp.  

480.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 

262.479.000 

1) Jalan/Jembat, 

Poskesdes/Pu

stu, Air 

Bersih dan 

listri. 

2) Peningkatan 

produksi 

pertanian. 
 

 

 

1) Pengemban

gan usaha 

mikro kecil 

dan 

menengah 

(UMKM) 

2) Pasar 

desa/kec, 

modal 

transportasi 

3) Pengecoran 

jalan 

setapak 

pada setiap 

lorong desa 

 

 

Rp. 

471.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 

210.049.000 

1) Listrik, air 

Bersih, sarana 

pendidikan/ke

sehatan bagi 

daerah 

terisolir 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Peningkatan 

produksi 

pertanian. 

2) Pengembang

an usaha 

mikro kecil 

dan 

3) Renovasi 

kantor balai 

dasa. 

 

 

 

 

Rp. 

420.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 

219.683.000 

Jumlah  Rp. 

742.479.000 
 Rp. 

681.049.000 

 Rp. 

639.683.000 

Sumber : Pemerintah Desa Jajaran Baru  Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi 

Rawas 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut pengalokasian ADD diatur dalamPeraturan Bupati 

Musi Rawas Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa, yang menetapkan bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana 

Desadan Pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, 

sehingga pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDes. 
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Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, 

PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa 2017. Dalam Pasal 4 Permendesa No 22 tahun 2016, disebutkan 

penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Prioritas penggunaaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh 

Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Dana 

Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program 

dan kegiatan Pembangunan Desa. 

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata 

cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati. Jika terjadi 

penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara 

berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten. Adapun 

laporan pertangung jawaban kepala Desa Jajaran Baru  Kecamatan Megang Sakti 

Kabupaten  Musi Rawas mengenai target dan pencapaian desa dalam mengelola Alokasi 

Dana Desa dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut : 
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Tabel 1.3 Target dan Pencapaian Alokasi Dana Desa Jajaran Baru  Kecamatan 

Megang Sakti Kabupaten  Musi Rawas Tahun 2014, 2015 dan 2016 
Tahun Agenda Fokus  Capaian ADD 

(%) 

Target Realisasi 

2014 1. Pembangunan wilayah 

dan pedesaan 

2. Pengurangan 

pengangguran dan 

kemiskinan 

3. Reformasi birokrasi 

 

1. Jalan/Jembatan, Poskesdes/Pustu, Air 

Bersih dan listrik 

2. Peralatan dan Modal kerja, serta Investasi 

3. Penataan PNS, Kelembagaan, Sistem 

Pelayanan dan Sistem Penganggaran. 

100 74,2 % 

2015 1. Peningkatan produksi 

pertanian 

2. Pengembangan usaha 

mikro kecil dan 

menengah (UMKM) 

3. Penciptaan Klaster 

Industri 

4. Perluasan Sekala 

pemasaran 

 

1. Peralatan, dana, kemitraan 

2. Pasar desa/kec, modal  transportasi, 

terminal, jalan antar desa, kecamatan antar 

wilayah  

3. Pengecoran jalan setapak pada setiap 

lorong desa 

100 68,1 % 

2016 1. Penciptaan pusat – pusat 

ekonomi 

2. Infrastruktur daerah 

tertinggal 

3. Petugas penggerak 

pembangunan 

 

1. Kawasan tumbuh lambat agar didukung 

fasilitas ekonomi 

2. Listrik, air Bersih, sarana 

pendidikan/kesehatan bagi daerah terisolir 

3. Perbaikan atau renovasi kantor balai desa 

100 63,9 % 

Sumber : Pemerintah Desa Jajaran Baru  Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi 

Rawas 

 

Alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan lihat berdasarkan dari hasil 

observasi yang dilakukan peneliti di lapanga masih ada kesenjangan yang tidak sesuai 

dengan program yang ada dalam tabel tersebut, seperti belum terdapat adanya sarana air 

bersih, infrastruktur jalan desa, dan pelayanan kesehatan belum dirasakan hasilnya oleh 

masyarakat dan belum ada di lapangan, akan tetapi dalam tabel 1.3 adanya program 
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tersebut tentang data target pencapaian ADD tahun 2016 bahwa hasil pecapaian target 63,9 

% pembangunan dan masih ada program yang belum terrealisasi. 

Dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajaran baru Kecamatan Megang 

Sakti Kabupaten Musi Rawas, dengan menggunakan jenis penelitian deskripftif  

kualitatif. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

perumusan masalah penelitian ini yaitu: 

Bagaimana Akuntabilitas Alokasi  Dana  Desa  (ADD) di Desa Jajaran Baru  

Kecamatan Megang Sakti Kabupaten  Musi Rawas ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada 

adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Alokasi  Dana  Desa  (ADD) di Desa Desa Jajaran 

Baru  Kecamatan Megang Sakti Kabupaten  Musi Rawas? 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, 

serta menambah ilmu yang telah didapatkan dibangku kuliah. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan refrensi bagi 

penelitian lain yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pada masalah 

yang diteliti yaitu bagaimana Akuntabilitas Alokasi Dana Desa  (ADD) pada suatu 
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instansi pemerintahan desa jajaran baru baik itu kepala desa, Sekretaris Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa Masyarakat Desa Jajaran Baru  

Kecamatan Megang Sakti Kabupaten  Musi Rawas agar dapat mengetahui dan 

menambah wawasan dalam meningkatakan pengelolaan alokasi dana desa. 

b. Bagi Desa Jajaran Baru  Kecamatan Megang Sakti Kabupaten  Musi Rawas 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan masukan bagi instansi 

untuk memperbaiki pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya mewujudkan 

visi dan misi kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Musi Rawas. 
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